
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 
NOMOR 18 TAHUN 2008 

TENTANG 

RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDOARJO, 

enimbang a. bahwa sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat 
konsumsl masyarakat serta aktivita:s lainnya maka semakin bertambah 
pula sampah yang dihasilkan ; 

b. bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b, serta peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten SidoRrjo tentang Relribusi 
Pengelolaan Sampah ; 

engmgat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten/Kotamadya dalarr. lingkungan Pro~ insi Jawa Timur 
Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Balas 
Wflayah Kola Pra!a Surabaya dan DaerAh Tingkat II Surabaya (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nornor 
2730); 

2. Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Hl97 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana 
Ieiah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hid up (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tmnbahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 36fl!)); 

5, Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 ten tang Pembcntukan Peraluran 
Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389 ); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 4437 ) 
Sebagaimana Ieiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 lentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menJadi 
Undang-Undang ITambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2UU4 Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya A1r 
( Lembaran Negara Reoublik lnoonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379 ); 

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbang:m 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara 5301) ; 

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 1fl iahun 1999 tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Bera~un (lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 22, tambahan Negara Nomor 3815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4139) ; 

12. Peraturan Pemerlntah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 
Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
127, Tambahan Lembaran Negara Nomor4147); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daera11 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propins1 dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 54, tambahan Negara Nomor 3952) ; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

dan 
BUPATI SIDOARJO 

MEMUTUSKAN: 

elapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI 
PENGELOLAAN SAMPAH. 

BAS I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
Daerah adalah Kabupaten Sidoa~o. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelengqara 
pemerintahan daerah. 
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J. Satuan Kerja Perangkat Oaerah adalah Satuan Kerja Perangkal Daerah yang 

mempunyai tugas dibidang Pengelolaan sampah. 
4. Pengelol&an Sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian 

timbular'l sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan. 
pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-das<~r 
yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika 
dan pertimbangan lingkungan serta tanggap terhadap perilaku massa 
Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan 
pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pihak Swasta I Pelaku Usaha dan 
anggola masyarakat yang melakukan pengelolaan snmpah. 
Sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan domestik yang berwujud padat ateu 
semi padat baik berupa zat organik dan/atau anorg<:~nik bersifat dapat terurai maupun 
tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan 
lidak termasuk bongkaran bangunan. 
Kegiatan Domestik adalah kegiatan yang bersifat kerumah-tanggaan yang berhubungan 
dengan kebutuhan dasar perseorangan. 
Sampah Domestik adalah sampah yang berasal dlari kegiatan domestik. 
Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari b~nda hidup. 
Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari bend a mati. 
Sampah Pertanian adalah sampah yang berasal dari tanaman atau panen hasil 
pertanian, pemotongan tanaman dan bahan-bahan lain yang berasal oari sawah, ladang 
dan kebun. 
Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari xegiatan rumah tangga. 
Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah. 
Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk 
menampung sampah sementara yang disedlakan d<~n digunakan oleh pemakai persil 
~an/atau publik. 
Lokasi Pemrusesan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut LPS adalah tempat 
yang disediakan oleh pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung 
sarnpah buangan dari masyarakat. 
Lokasi Pemrosesan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut LPA adatah tempat 
sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan sampah yang memenuhl 
standar teknis dan operasional. 
Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan 
mem1ndahkan ke LPS. 
Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari LPS ke LPA. 
Oaur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampan 
anorganik 
Pengomposan adalah keglatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses 
pembusukan. 
Merr.ilah sampah adalah kegiatan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik 
Mengolah sampah, adalah kegiatan untuk mendayagunakan sampah. sehingga 
memberi nilai tambah. 
Masyarakat adalah semua orang yang secara alaml dan hukum memiliki hak dan 
kewajiban atau menjadi subjek hukum. 
Pelaku Usaha adalah seuap orang pribadl atau badan usaha, batyang berbentuk 
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum, baik sendirl maupun bersama-sama mel1llui 
pe~anjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 
Ru11un Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RT/RW, adalah Rukur. 
Tetanggal Rukun Warga dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo. 
Pemakai persil, adalah setiap Kepala Keluarga (Bagi Rumah Tangga/ Tempat Tinggal) 
atau pemilik atau yang menguasai tempaU lokasi d~ngan fungsi apapun juga. 
Jalan Umum, adalah jalar, yang terbuka umuk lalu lintas umum. 
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28 Tempat Umum, adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman 

umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerlntah Daerah sebagai fasilitas 
umum. 

29 Saluran. adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kana!), 
saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggul tembok dan pintu airnya 

30 Saluran pematusan umum, adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematusan 
persil. 
Bangunan, adalah bangun-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya 
atau sebagian beserta bangun-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu. 
Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah 
oungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat alas jasa 
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. 
WaJib Retribusi, adalah orang prihadi atau badan yang menurut peraturan perundang­
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
Lingkungan adalah lingKungan hidup yaitu kesatuan ruang darat. laut maupun udara 
dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan -
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikeh1dupan dan keseJahteraan 
manusia serta mahluk hidup lainnya. 
Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat 
dipakal kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat 
didat:r ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan. 
Bahan Ramah Lingkungan adalah benJa yang berhubungan dengan bahan, dengan 
kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat 
kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun a tau berbahaya bagi lingkungan. 
Bahan Berbahaya dan Beracun yang disingkat dcngan 83 adalah sisa suatu usaha 
dan/atau kegiatan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau 
jumlahnya balk secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau 
merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, 
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya ; 
lnsentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat SE'cara positif agar masyarakat 
tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan 
pemeliharaan lingkungan. • Ois10sentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar 
ketentuan dibidang pengelolaan sampah unluK mencegah dan menanggulangi 
kerusakan dan pencemaran llngkungan. 
Pelayanan Langsung adalah penyediaan pelayanan pcngelolaan sampdh eli tempal 
sampah sampai dengan tempat pemrosesan akhir terikut pengelolaannya. 
PelayanCln Tak Langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dan tempat 
penampungan semenlara komunal (LPS) sampai dengan lempat pemrosesan akhir 
Llmbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapa' 
~rbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lain-lam yang 
dapat memmbulkan pencemaran bilamana lidak dike lola dengan benar 

BAB II 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal2 

Pemerintah Daerah berhak mengatur alas pengelolaan sampah. 
Masyarakat berhak mendapalkan pelayanan alas pengelolaan sampah. 
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Pasal3 

(I) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengelolaan sampah , 
(2) Sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud p:~da ayat (1) adalah sampah yang 

berasal dari: 
a kegiatan rumah tangga ; 

b kegiatan komersial, yaitu pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restorc>n 
dan tempat hiburan; 

c. fasilltas sosial, yaitu sampah dari tempat ibadah, asrama, rumah 
t.ahan&nlpenjara. kegiatan domestik rumah sal~ it, klinik dan puskesmos; 

d bekas kemasan produk lndustri; 

o. fasilltas umum, yaitu sampah terminal, pelabuhan, bandara, halte kendarac.n 
umum, taman, jalan dan trotoar; 

f kegiatan industri. 
g hasil pembersihan sa luran terbuka umum diluar siren saluran; 
h perkantoran, sekolah dan fasilitas la1nnya; 
1. keg1atan pertanian. 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dlmaksud dalam 
pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan : 

a mengelola sampah di jalan-jalan umum. tempat-ternpat umum d;:m saluran-saluran 
pematusan umum di dalam dan dlluar stren sahrran; 

b. memusnahkan, mengelola dan memanfaatkan sampah pada LPS dan atau LPA 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 

c mengangkut sampah dari LPS ke LPA; 
d mengatur dan menetapkan LPS dan LPA; 
e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai, 

(2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf c dilakukan sesua1 
dengan karakteristik dan klasifikasi timbulan sampah yang tersedia di LPS. 

(3) ?engaturan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 5 

Kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah melipu!i : 
a membuang sampah pada tempatnya ; 
b memelihara kebersihan dilingkungan sekitarnya ; 

c memelihara kebersihan pada jalan setapak atau setempat dan saluran pematusan 
pers11 

d semaksimal mungktn mengurangi timbulan sampah dar, memisahkan sampah sesual 
jems sampah ; 

e menyediakan tempat sampah ; 
f meminimalisasi jumlah sampah yang dihasilkan ; 
g. memisahkan sampah sesuai denf)an sifCI! sampa~, dan membuang sampah ke tempat 

sampah yang telah ditentukan ; 
h. membuang sampah dari persil ke LPS secara swakelola; 
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Pasal6 

Seliap orang perseorangan atau badan hukum yang 'Tiembuang ~ampah ke LPA harus 
mendapat persetujuan Pengelola LPA ; 

Pasal7 

Sellap orang perseorangan atau badan hukum yang menghasilkan sampah sebanyak 1 m3 

·satu meter kubik) atau leblh setiap hari, wajib membuang sampah ke LPA. 

Pasal8 

)ampl!h yang dibuang ke LPS dan/atau ke LPA hanya sampah yang lidak mengandung 
lahan Berbahaya dan Beracun (83) maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83). 

Pasal9 

iasyarakat baik persorangan maupun bad<m hukum, wajib mengupayakan pencegahan dan 
engurangan timbulan sampah dengan cara-cara yang memadai 

Pasal 10 

paya pencegahan dan pengJrangan timbUian sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 
dapat dilakukan dengan cara : 

mengurangl semakslmal mungkin keglatan yang ai<an menghasilkan sampah melaiUI 
tmdakan reduksi sampah, pemakaian kembali sampah dan daur ulang sampah; 
memanfaatkan kembali sampah melalui tindakan pengomposan terhadap sampah 
organik dan tindakan daur ulang terhadap sampah anorganik: 
pemrosesan sampah di LPS maupu[l di LPA -secara efisien dan efektif melalui tindakan 
yang dapat meningkatkan nilai tambah sampah 

Pasal 11 

rosc<.tur /lnla cam pembuangan sampah lcblh tanjut, diutur dongan Pcralumn LJuJ)niL 

BAB Ill 
PERAN SERTA PENGELOLAAN SAMPAH 

Pasal 12 

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dapat melibatkan peran serta pelaku 
usaha. 

~) Peran serta pelaku usaha dalam i)engelolaan sampah dilakukan setelah memperoleh 
izin dari Bupati. 

I) Pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Buf)ati. 

Pasal13 

elaku usaha melaksanakan pengelolaan sampah dapat melakukan kegiatan : 
Pemindahan sampah : 
memproses sampah untuk menghasilkan produk yanu mempunyai nilai tambah; 
pPmlndahan dan pemprosesan sampah. 
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BABIV 
PERIZINAN 

Pasal 14 

lzin pengelolaan sampah diajukan kepada Bupati. 

Pasal 15 

(1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 selama 5 (lima) tahun dan 
dapat diperpanjang. 

(2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}, harus diajukan 30 (tiga puluh) 
hari kerja sebelum habis masa berlaku izin. 

(3} Apabila permohonan dilakukan setelah habis masa berlaku izin, maka harus 
mengajukan permohonan izin baru. 

Pasal16 

Prosedur /lata cara dan syarat pengajuan izin dan perpanjangan diatur lebih lanjut deng.'m 
Peraturan Bupati. 

BABV 
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH 

Pasal 17 

(1j Pemerintah menyediakan LPA sebagai lokasi pemrosesan akhir .sampah. 
[2) Pengelolaan sampah di LPA didasarkan pada stand:~r teknis dan operasional. 
;3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarnpah di LPA diatur dengan Peraturan 

Bupati 

BABVI 
KERJASAMA PENGELOLAAN SAMPAH 

Pasal18 

'i) Pernerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pengelolaan sampah baik sebagran 
mauptm seluruhnya, dengan pelaku usaha pengelola sampah dan/atau Pernerrntah 
Daerah lain. 

2) Kerjasama pengelolaan sampah dilakukan sesuai dangan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 19 

1) Pembinaan terhadap pengelolaan sampah kepada pelaku usaha pengelola sampah 
maupun masyarakat pengelola dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pengelola Sampah. 

2) Bentuk pemblnaan terhadap pengeloiaan sampah meliputi : 
a. sosi<'~lisasi ; 
b. penyuluhan ; 
c. kegiatan lain sejenis. 
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Pasal20 

1) Pengawasan terh.adap pengelolaan sampah kepada pelaku usaha pengelola sarnpah 
ll'aupun masyarakat pengelola dilakukan oleh Satuan Ke~a l'erangkat Daerah 
Pengelola Sampah. 

~) Obyek pengawasan sebagaimana ayat {1) meliputi · 
a sarana/prasarana pengelolaan sampah ; 
b. jenis dan sifat sampah ; 
c proses pengelolaan sampah ; 
d. hasil pengelolaan sampah. 

Pasal 21 

rosedur I lata c..:ara, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah diatur lebih lanJut 
engan Peraturan Bupati. 

BAB VIII 
RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH 

Bagian Kesatu 
Nama, Obyek dan Subyek 

Pasal 22 

1) Pungutan alas jasa layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat dinamakan 
retribusi pengelolaan sampah. . 

2) Pungutan alas penankan izin kepada pelaku usa~.a pengelolaan sampah dinamakc>n 
Retribusi izin pengelolaan sampah. 

Pasal 23 

Dbyek retribusi adalah jasa '"~'"'"C::-t ;:::-:;:::.:.:.:3n sampah dan izin pengelolaan sampah. 

Pasal 24 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa layanan 
pengelolaan sampah dan izin pengelolaan sampah. 

Wajib Retribusi adalah orang pribadl atau badlan yang memanfaatkan jasa layanan 
pcnanlolnnn snmpnh dan izin pengelolnnn sampnh · 

Bagi;~n Kech•<~ 
Gol )fl!Jnn 

Pasal 25 

(1} Retribusi jasa layanan pengelolaan sampah termasuk golongan retribusi jasa umum 
(2) Retribus1 lzin Pengelolaan Sampah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu 

Bagian Ketiga 
Prinsip dan Dasar Penetapan 

Pasal 26 

Prinslp dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa layanan pengelolaan 
sampah didasarkan alas tujuan untuk biaya pengganti penyelenggaraan pengelolaan 
persampahan, diantaranya meliputi : 
a. biaya operasional pembersihan tempat-tempat umum; 
b. biaya penyediaan tempat penampungan sampai1, LPS dan LPA ; 



c. 
J. 
c. 
t: 
g. 
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biaya penyediaan ""''l":J ;---::--::;'"Jtan ; 
biaya atas resiko kerjasama pengelolaan sampah ; 
biaya operasional pengangkutan dan pemrose~an sampah ; 
biaya administrasi dan umum yang mendukung penyediaan jasa ; 
skala usaha pengelolaan sampah. 

(2) Pengenaan jasa layanan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat 
volume, jenis sampah, tingkat kesulitan pengoleohan sampah, golongan penerima jasa 
serta jenis layanan yang diberikan; 

(3) Prinsip dan dasar penetapan struktur besaran tarif retribusi izin Pengelolaan Sampah 
d;dasarkan alas : 
a. menutup biaya survey ; 
b. biaya administrasi ; 
c. biaya pembinaan ; 
d. blaya pengendalian ; 
e. blaya pengawasan . 

Bagian Keempat 
Struktur dan Besaran Tarif 

Pasal 27 

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengelolaan Sampah dan retribust izln pengelola.::n 
::ampah tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kelima 
Tata Cara dan Wilayah Pemungutan 

Pasal 28 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(2) Hastl pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto 

ke Kas Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang mengelola sampah. 

Pasal 29 

Re1ribus1 Pengelolaan Sampah dan Retribusi izin pengelolaan dipungut diwilayah daerah. 

Bagian Kedelapan 
Tata Cara PembayarM 

Pasal30 

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkan SKRD dan/atau 
dokumen latn yang dipersamakan. 

Pasal 31 

(1) Pembayaran relribusi yang terutang harus dibayar sekaligus. 
(2) Retnbusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han sejak 

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
13) Tala cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 
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Bagian Kesembilan 
Tata Cara Penagihan 

Pasal 32 

Sural Teguran atau Sura\ Perlngalan alau sural lain vang sejenis sebagai awaltindak<ln 
pelaksanaan penaglhan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 
pembayaran , 

Dalam jangka waklu 7 (tujuh) hari selelah tanggal Sural Teguran atau Sural Peringatan 
atau sural lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retnbusi harus melunas1 Retribus1 yang 
terutang , 

Sura\ Teguran, Sural Peringatan atau sural lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), dikeluarkan oleh Bupati. 

Pasal 33 

hal wajib retribusi lertentu lidak membayar tepa! pada waktunya alau kurang 
mernbatvar, dikenakan sanksi administrasi berupa bung<~ 2% (dua persen) setiap bulan darl 
RetrihtJt~l yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 

Bagian Kesepuluh 
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan 

Pas·al 34 

(1) Oupali dapat membenkan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 
(2) Pengurangan, keringanan d<ln pembebasan sebagalmAna dimaksud dalam ayat (1) 

diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. 
(3) Tata cara pemberian pengurangan, keri:-~ganan dan pembebasan retribusi ditetapkan 

olch Bupati. 

Bagian Ke:>ebelas 
Tala Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pasal 35 

(1) Wajib retribusi harus r:1engajukan pennohonan secara tertulis kepada Bupati untuk 
perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran ;etribusi. 

(2) Alas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kelebihan pembay~ran 
retribusi dapal langsung dlperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retnbusi dan atau 
sanksi adminlstrasl berupa bunga oleh Bupati. 

(3) Alas permohonan sebagaimana dimak·;ud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan 
pembayaran tersebul dapal diperhilungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya 

Pasal 36 

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran relribusl yang masih lersisa selelah dilakukan 
perhilungan sebaga1mana dimaksud pada pasal 34, dilerbilkan SKROLB paling hmbat 
2 (dua) bulan sejak diterlmanya permohonan pengembalian kelebthan pembayamn 
relribusi. 

(2) Kelebihan pembayaran retrlbusi sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) dikembalikan 
kepada Wajlb Rotribusi paling lambal2 (dua) bulan scjak dilerbilkan SKHDI.B. 
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Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewa't waktu 2 (dua) 
bulan sejal< ditebitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua 
persen) sebulan alas keterlambatan pembayaran k6leblhan retribusi. 

Pasal 37 

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan dengan menerbilkan 
Sural Perinlah membayar keiPhih:on rptrihoosi. 
Alas perhilungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, d1terbilkan bukti 
pemindahbukuan yang berlaku juga sebagal bukli pembayaran. 

Bagian Kedua belas 
Kadaluwarsa 

Pasal 38 

) Penagihan retribusi, kadaluwarsa selelah melampaui jangka waklu 3 (liga) lahun 
terhitung sejak saal lerutangnya retribu~i. kecuali aoabila Wajib Relribust melakukan 
tindak pidana dibidang relribusi. 

• J Kadaluwarsa penagihan retrlbusi sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) tertangguh 
apai)'la : 
a. Diterbitkan Sural Teguran; 
b Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Relribusi balk langsung maupun lidak 

langsung. 

Bagian Keliga belas 
Tala Cara Penghapusan Piulang Relribusi Yang Kadaluarsa 

Pasal 39 

Piulang relribusi yang lidak mungkin ditagih lagi karenn hak unluk melakukan penagihan 
sudah kadaluwarsa dapal dihapuskan. 
Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang relribusi daerah yang sudah 
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ). 

BABIX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 40 
Masyarakal balk orang perseorangan maupun badan hukum yang membuang sampah 
ditempat yang lidak sesual dengan kelenluan, diancam pidana kurungan maksimal 6 
(enam) bulan atau denda lidak kurang dari Rp. 50.000,00 letapi lidak lebih dari 
Rp 5C.OOO.OOO,OO. 
Masyarakat balk orang perseorangan maupun badan rukum yang membakar sampah d1 
ruang lerbuka atau lempal lain yang tidak sesuai ketentuan, diancam pidana ku1ungan 
rnakslmal 6 (enam) bulan atau denda lidak kurang dari Rp 50.000,00 telapi tidak lebih 
dari Rp 50.000.000,00. 
Masyarakal baik orang perseorangan maupun badan hukum yang membuang limbulan 
sampah lebih dari 1 m3 per hari ke LPS dan membuang sampah ya1 •g tidak dip1 lah 
diancam pidana kurungan maksimal 6 (enam) biJian alau dencla tidak kurang dari 
Rp 200.000,00 tetapl tldak leblh darl Rp 50.000.000,00. 
Masyarakat baik orang perseorangan maupun badan hukum yang mencampur sampah 
yang Ieiah dlpisahkan sebelumnya dan mencampur limbah 83 dengnn sampnh, 
dtancam pidanan kurungan makslmal12 (dua betas) bulan atau denda tidak kurang dan 
Rp 200.000,00 tela pi tidak lebih darl Rp 100.000.000,00. 
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'5) Pelaku usaha pengelola sampah yang tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai izin 

yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dirnr~ksud pada pasal 12 ayat (2) denda 
tidak kurang dari Rp 1.000.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 ditambah 
dengan tidak kurang darl 5% dan tidak lebih dari ~ 0% dari pendapatan bersih tahunan 
pada tahun yang lalu. 

BAB X 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 41 

) Penyidlkan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan 
olefJ Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ; 

·> Penyidik sebagalmana dimaksud dalam ayat (1), memperoleh wewenang : 

a menerima, mencari. mengumpulkan dan meneliti !<eterangan atau laporan, berkenaan 
dengan tindak pidana agar keterangan atau lc.poran tersebut menjadi lengkap dan 
jslas; 

b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadl atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengal" tindak pidana , 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orany pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana ; 

d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, 
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap baahn bukti 
tersebut; 

I. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tlndak 
pidana; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempal 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau 
dokumen yang dibawa sebagaiman3 dimaksud pada huruf c ; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ; 
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai t(:Jrsangka atau 
saksi; 

1 menghentikan penyidikan ; 
k melakukan tindakan lain yang perlu untuk ' ke~ancaran penyidlkan lindak pidana 

menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan d1mulainya peny1dikan 
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. 

BA'3 XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal42 

In SMl dibarlakukfmnya reroturan d<1er:1h ini, 111<1kn per;'llllfnl1 pcl<lkl'\:)110:111 Y:"'IHJ 
1gatur tentang segala komponen pengelol:lan sampah selambat-lambatnya 3 {tiga) tahun 

rus menyesuaikan dengan pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah in1. 
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Pasal43 

Peraturan Bupati dan/atau ketentuan lain untuk melaksanakan peraturan daerah mi sudah 
harus dibuat selambat-lambatnya 2 (dua} tahun sejak pembentukan peraturan daerah ini 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal44 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pcraturan Daeral1 ini, sepanjang mengena· 
pelaksanaannya akan diatur lebih larjut dengan Peraturan Bupati. 

i>asal 45 

Peraturan daerah ini berlaku efektif paling lama 4 (em pat) Ia hun sejak tanggal diundangl<an 

Pasal46 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah inl, maka Peraturan Daeran Nomor 6 Tahun 1992 
tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sidoa~o dan Peraturan Oaerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahanli<ebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal47 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkar. pengundangan peraturan daerah rn l 
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

O.Undangkan d1 Sidoarjo 
pada tanggal 15 Oktober 2008 

3EKRETARIS DAERAH 
KABUPATE 10 ARJO 

VINO RU MUNTIAWAN, SH 
Pembtna Utama Muda 
NIP 510 090 186 

Ditetapkan dr S I D 0 A R .J 0 
pada tanggal 13 Oktober 2008 

BUPATI SIDOARJO 

ttd 

H. WIN HENDRARSO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2008 SERI C 



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAOUPATEN SIDOAHJO 
NOMOR 18 TAHUN 2008 
TANGG~L 3 Ok b 2008 : 1 to er . 

'ialamar 1 

KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH Dl KABUPATEN SIDOARJO 

NO. 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH 

GOLONGAN WAJIB RETRIBUSI TARIP KETERANGAN 

I SOSIAL Rp 15,000.00 I bulan • Panh·panti sosial 
. 1 Sos<al Klasifikasl A • Pelayanan air untuk umurr 

• Ponc1ok pesantren 
· Yayasanlperkumpulan sost.ll 

2. Sos•nl Ktas!fikasl B Rp. 30,000.00 /bulan Miltk Pcmenntal\/Swas:a 
• Rumah Sekolah Yayasan 
• Pollkllnlk dan Puskesmas 

3. Soslal Klaslfikas' C Rp. 50,000.00 I bulan • Rumah Sak<t 
• Laboratorium 
· Rumah Polong Hewan 

II NONNIAGA Rp. 30.000.00 I btJian 
I Perumahan A I Rumah tempaltinggn' y.;~,l d l'lu<a , 

terdapat jalan pro!okol, Jalan ut=~. iJ'"" 
kembar termasuk saluranlool d~n IJorn ' 
serta )alan yang mcmpuny .. , n fa, e:• rr;., 

tingyi 
1. Perumahan A2 Rp. 15,000.00 I bulan Rumah temp1t t<nggal yang dm>okany~ tH· 

dapat folan lermasuk saluranlgot <fm> berm 
selebar 6.5m a! au lebih sct"n perumoh•n f. I 

3. Perumahan A3 Rp. 5,000.00 I bulan Rumah tempatbnggal yang d•muKanya ter-
dapat )alan termasuk saluranlgot dan l>crm 

4. Peru mahan A4 Rp. 2,000.00 /bulan 
selebar 6,5m atau lt'bth ~t"l,:un ot.~tun·.,h~1n ,\.: 
Rumah tempat tonggal yang d•mu· ~· y~ ~ 
dapat jalan wmasuk saluranlgot d·" ocrm 
seleb~r kurang dRn 6,5m nlau leb1h so lain 
perumahan A3 

S. Perumahan Oonas/Kantor PemeMiah Rp. 15,000.00 I billan - lnstans1 Lembaga !len,~r ~r.taf'l ~.· onaJ I 
Asing 

PerwAkdan Aslnn • Sarana Pcmcrinlah/Alillfl --
Ill NIAGA Rp. 10,000.00 J bu:an 

I. N•aga Kecil (Kias•fikasi A) - Koper as• l:S&ha peror.1ngar\ u!:.ah dnn 
usaha kec11 :~onnya 

• Kolam renang usaha kcseu~HiH1 Jil :n ,,. 
sarana olah raga dan pa~IJ PIJZ 

• Gedung per1emuan Pemer•ntah 
• Apol!k. toko obat dan praktck do<lor 

2. Nlaga Kecil (Kiasiflkasi B) 
• Runtah Sak•t Swasla Rp. 30,000.00 I bulan Rumah saki! swasla ~clas D ket I 

• Praktek dokler bcrsamalpoliklinik Rp. 15,000.00 I bu lan 
swasla. laboratorium swasta, rumahl 
pondok bersa~n 

3. N1aga besar Rp. 35,000.00 I bulan Bank, kantor real cs1a1o, llcng~cl bcsw, pr.r · 
gudangan, usana perseorangan yanQ l<ng>.up· 
nya besar. usaha kan\01 yang berb<!ntu' ba· I 

dan hukum. (swasla, BUIJN/Ddan s~(<>liSnya) 
toko bosar, ruko/toko didoc1 nh pcrtokoan <.lao> 
tempat hiburan 

• . 



. 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRI B~SI PENGELOL6AN SAMPAH 

t40o GOLONGAN WAJIB 
RETRIBUSI 

TARIP KETERANGAN 

• Rumah makan besar Rpo 100o00000 I bulan • Rumah makan dengan fasihlas 20 kursr o~au lcb h 
• Rurtlih makan kecil Rp 500000.00 /bulan 
0 Hotel berblntang V Rpo 300o00000 I bulan 
o Hotel berblntang IV Rpo 275,000o00 I bulan 
·Hotel berblnlang Il l Rpo 250,000000 /bulan 
• Hotel berblntang II Rpo 225,000o00 /bulan 
• Hotel belblntang I Rpo 200,00Cro00 I bulan 
• Melati I (los men I} Rpo 1500000000 I bulan 
• Melati II {Losmen II) Rpo 125,000.00 I bulan 
• Melali Ill (Losmen Ill) Rpo 100,000o00 I bulan 

• IV INDUSTRI 
1 lnduslli kecil Rpo 15000000 I bulan lnduslri rumah langga dan pengraJ''" ket-~1 
2 lndustri bosar Rpo 225,000o00 I bulan lndustri logam dan mesin do~ar, .ndustn dasilr do1n 

aneka induslrl, pabrik gula 

v PEMAKAJAN FASILITAS 
KEBERSIHAN PEMERINTAH 
1 Mobil t01let Rpo 420,000o00 I hari Mobil (MCK) yang d•gunakan un1uk •epcrluan '"" • 

syarakat 

2. Mobil pengangkut sampo" Pr 0 1\fV\ """ /m' Mobil yang digunakan untuk mengangkul sampah .. 
langsung ke TPA 

3o Container volume 14 m> Rpo 60,000000 1 hari Sewa container bagi penerima jasa pelayana~ (pe· 

4o Container volume 12 m, Rpo SO,OOOoOO I hari n.yedlaan container) 
5o Container volume 10 m, Rpo 40o000o00 I harl 
So Container volume 8 m, Rpo 30,000.00 1 harf 

I 7o Container volume 6 m' Rpo 20o000o00 /hari 
8. Contamer volume 5 m' Rpo 10,000000 /hari 
9 E•cavator besar Rp. 150,000o00 /jam Alai beral yang digunakan unlul< mc11aorvrr'l s.1m~nh 
1 Oo Excavalor kocll Rp. 100,000o00 /jam tanah 
11. Bulldozer besar Rp. 150o000o00 /jam 
12. Bulldozer kecll Rpo 100,000o00 /jam 
130 Sovellloader 

VI KHUSUS . 
1 o Pedagang kakl lima Rp. 200000 I harilm2 :.Jsaha perdagangan lni dikeloialdikuasal olch pore· 

raniJan yang menempali fosum/smana danprasaran;r 
kola 

2o Mcmbuang sampah lang. 
' sung ke TPA Rpo 3,500000 /m• Tari!> be~aku untuk sampah maksimum 1 rn 

Rp. 4,000.00 /m 1 Tarip be~aku untuk keleblhon volume s.rrnl'"" mao· 
slmum (dialas 1 m0

) 

3o Membuang sampah l!nJ& Rpo 5,000.00 I bulan Pengusaha yang membuang llnJa kc lnstansr pemo 
ke lnslansl pengotahan On· buangan linja lerlebih dahulu hor"s ada 1.:ru dan 1 •C· 

ja n!Jelola lnstansl 

4o Membakar sampah ke Ins- Rpo 12o500o00 lm' Pcnausaha yang membuang&ampah <c lr,.!10$1 
tansi pembakaran sampah pembakaran Sampah ter r·"<h I!S!'I.lu har $ . 

dari pengelola instansi 
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Halaman 3 

KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSIIZIN PENGELOLAAN SAMPAH 01 KABUPATEN 

~0. 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP IZIN RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH 

GOLONGAN WAJIB RETRIBUSI TARIP KETERANGAN 

I IZIN PEMINDAHAN SAMPAH 
• Penyediaan sarana pemtndahan sampah Rp 550,000.00 pelaku usaha bermaksud hanya . . 

menyedtaakan sarana pem1ndahan 
sampah 

· Pengelolaan pemmdahan sampah Rp 550,000.00 Pelaku usaha berma~~u:l ha'ly3 -~ 
ngelola pemindahan s1mpah dan satu 
lokasi ke lokasl tertent J 

• Pengawasan pemindahan sampah Rp 550,000.00 Pelaku usaha bcrmaksud mela~ukan 
kegiatan pengawasan pemlndahan 
sampah 

II IZIN PEMPROSESAN SAMPAH 
· Pemdahan sampah Rp 380,000.00 Pelaku usaha bemmksud n··e:tak ;~r 

pemdahan sampah 

• Pemprosesan sampah dt LPS Rp. 684,000 00 Pelaku usaha bermaksud melakukan 
kegiatan pemprosesan samp· C1 

LPS 

-- --
• Pemprosesan sampah dt LPA Rp. 760,000.00 Pelaku usaha berma~.sud 'lll>laku <an 

kegtatan pcmprOSe530 S8P' ra I j 

LPA 

• Pengawasan pemprosesan sampah di Rp. 836,000.00 Pelaku usaha bermaksud melal<ukan 
PLS dan PLA pengawasan terhadap pomprose$an 

sampah di LPS dan LPA 

Ill IZIN PEMINDAHAN DAN PEMPROSESAN Komulalif Tanf berlaku secara komulattf at:i ;-
SAMPAH keglatan yang dtmaksudkan 

Dllelapkan di : S I D 0 A R J 0 
Pada tangyal · 13 Oktohe• 2008 

(IIJI ' /I l l };JI )()Ill ~,1< I 

ltd 

H WIN HENDRARSO 

Olundangkan dt Sidoar1o 
p da tanggal 15 Oktober 2008 

\IINORU MUNTIAWAN, SH 
Pembma Ulnmn Mudo 
NIP 510 090 106 

lEMSARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOn 8 TAHUN 2008 SERI C 


